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ABSTRAK

Ponsel atau handphone yang awalnya dianggap sebagai barang mewah, kini sudah menjadi
kebutuhan pokok manusia. Sarana yang dapat digunakan oleh telepon seluler tidak hanya sebagai
alat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui suara, tetapi juga sebagai alat input. Layanan
yang tersedia, disebut Short Message Service (SMS). SMS merupakan fitur yang ada di setiap
ponsel, jika disalahgunakan dapat membuat penerimanya terlantar. Berkenaan dengan tindak
pidana dengan menggunakan telepon genggam tersebut, tentunya menarik untuk dikaji dimana
pembuktiannya melalui SMS, oleh karena itu nama skripsi ini adalah Penelitian Hukum Pidana
tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui SMS (Short Message Service).

Kata Kunci : SMS, Penipuan

ABSTRACT

Mobile phones, which were originally considered a luxury item, have now become a basic
human need. Cell phones can be used not only as a tool to communicate with each other via
voice but also as an input tool. The available service is called Short Message Service (SMS).
SMS is a feature on every cell phone, and if misused, it can leave the recipient stranded. With
regard to criminal acts using mobile phones, it is of course interesting to study where the
evidence is via SMS; therefore, the name of this thesis is Criminal Law Research on Fraud
Crimes via SMS (Short Message Service).

Keywords: SMS, Fraud

1. PENDAHULUAN layanan  jaringan komunikasi melalui
Dengan perkembangan teknologi saat ini, perangkat seluler menjadi lebih umum, lebih
berbagai  metode  komunikasi  melalui sederhana, lebih pintar, atau lebih berguna
jaringan  seluler melalui ponsel semakin karena  perangkat ini  menghubungkan
canggih dan semakin banyak digunakan oleh telepon dengan lebih cepat daripada kabel
masyarakat. Kemajuan teknologi saat ini biasa.
telah memberikan fasilitas dan layanan yang Sangat bermanfaat bagi pengguna sarana
nyaman dan bermanfaat bagi semua orang. ponsel untuk berkomunikasi dengan orang-
Dengan  menggunakan  sistem  teknologi orang yang dapat berhubungan di mana pun
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mereka Dberada, terutama bagi sesama
pengguna sarana ponsel. Ini terutama benar
ketika pengguna sarana ponsel biasanya
lebih sibuk daripada tidak melakukan bisnis
dengan berkomunikasi melalui telepon ini.

Pengguna aplikasi ponsel adalah mobile,
atau mobile, karena mereka aktif dan sibuk.
Istilah ini  digunakan dalam komunikasi
jaringan seluler. Namun, itu tetap tercatat di
sini sepanjang masih terhubung ke jaringan
di setiap area jaringan komunikasi seluler
pengguna. Dengan jaringan yang kuat dan
mendukung, pengguna dapat merasa bebas
dan nyaman saat berkomunikasi sesama
pengguna setiap saat. Hubungan komunikasi
melalui ponsel seakan menjadi kebutuhan
penting.

Salah satu bagian dari penggunaan ponsel

adalah  fasilitas layanan operator yang
memungkinkan ~ pengguna  menyampaikan
menu atau layanan pesan tertulis dalam

bentuk teks. SMS, sama seperti menulis
surat singkat, dan dibatasi oleh jumlah
karakter dan kapasitas tergantung pada jenis
ponsel atau ponselnya. Semakin banyak
pengguna yang dapat berkomunikasi secara
efektif dan efisien melalui pengiriman berita
melalui SMS. Memanfaatkan ponsel sebagai
alat komunikasi jaringan seluler melalui
SMS dapat meningkatkan peluang untuk
melakukan penipuan melalui SMS.

Kejadian ini sebenarnya sudah
berlangsung cukup lama, dan kemungkinan
besar penipuan SMS dari pelaku masih
marak atau ramai hingga saat ini. Oleh
karena itu, penipuan SMS dari ponsel terus
ditangani oleh penegak hukum dan lembaga-

lembaga terkait lainnya. Aparat negara
menghadapi masalah ini dengan cara yang
berbeda. Polisi, kejaksaan, hakim, dan

lembaga lain yang berwenang dalam hal ini
adalah pihak yang dimaksud. Dalam era
teknologi informasi dan telekomunikasi saat
ini, jenis kejahatan model baru adalah
penipuan melalui  Short Message Service
(SMS) yang menjanjikan hadiah.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu jenis teknologi informasi
adalah SMS, vyang didefinisikan sebagai
suatu teknik untuk mengumpulkan,
membuat, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan
menyebarkan data. Melalui teknologi ini,
orang (manusia) diberikan banyak infomasi
dalam hitungan menit atau bahkan detik,
dengan efek positif dan negatif pada sikap
dan perilaku mereka. Teknologi informasi
tidak lepas dan mungkin disalahgunakan
untuk  kejahatan, yang  menyebabkan
kecenderungan yang lebih tinggi untuk
menggunakannya  dengan  tertutup  dan
memperhatikan ~ aspek  privacy.  Dengan
menggunakan layanan SMS, Anda dapat
mengirimkan SMS ke satu tujuan, terlepas
dari apakah tujuan itu aktif atau tidak. Jika
tujuan dideteksi tidak aktif, sistem akan
menunda pengiriman ke tujuan  hingga
tujuan menjadi aktif kembali. Karena masa
tunggu SMS, sistem SMS akan memastikan
bahwa SMS dikirim atau dikirim hingga
sampai ke tujuan. Berbeda dengan panggilan
langsung, yang dapat ditolak jika penerima
tidak ingin  menerimanya, kegagalan
pengiriman SMS bersifat sementara karena
tujuan tidak aktif selalu dapat dideteksi,
sehingga pengiriman ulang SMS tidak dapat
dilakukan.

Dalam  penulisan  inii SMS  vyang
dimaksudkan adalah SMS yang ada dalam
sistem  komunikasi yang  menggunakan

ponsel, smartphone, atau handphone. Istilah
"pesan singkat" sering digunakan dalam
bahasa Indonesia. Salah satu kategori
Teknologi Informasi adalah Short Message
Service (SMS), vyang didefinisikan sebagai

suatu  metode  untuk  mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisa, dan

menyebarkan informasi.
Dalam kasus di mana tindak pidana
penipuan melalui SMS dilakukan melalui



KAJIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI

ponsel, sangat penting untuk melakukan
pembuktian materil, seperti yang dinyatakan
dalam Pasal 184 dari Kitab Undang-Undang
Acara Pidana:
1) Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli,
C. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
2) Hal yang secara umum
diketahui tidak perlu dibuktikan.
Pitlo mengatakan bahwa pembuktian
adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh
suatu pihak atas fakta dan hak yang
berkaitan dengan kepentingannya. Namun,

sudah

Subekti mengatakan bahwa maksud dari
"membuktikan" adalah meyakinkan hakim
tentang kebenaran argumen yang
dikemukakan oleh para pihak dalam
persengketaan.

"Pembuktian  tentang  benar tidaknya
terdakwa  melakukan  perbuatan  yang
didakwakan,  merupakan  bagian  yang

terpenting dalam hukum acara pidana.”
Membuktikan  berarti  memberi  hakim
kepastian bahwa terjadi sesuatu.

"Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan
yang berisi penggarisan dan pedoman
tentang cara-cara Yyang dibenarkan oleh
undang-undang ~ membuktikan  kesalahan
yang didakwakan kepada terdakwa,” kata M.
Yahya Harahap.

Pada dasarnya, pembuktian
ketika suatu kejahatan terjadi. Apabila
terdapat unsur pidana (bukti awal telah
terjadi suatu tindak pidana) maka prosesnya

dimulai

akan  dilanjutkan  dengan  penyidikan
(rangkaian  tindakan  penyidikan  yang
bertujuan untuk menemukan dan
mengungkap suatu peristiwa yang
mencurigakan  merupakan  suatu  tindak
pidana untuk  menentukan perlu atau
tidaknya  dilakukan  penyidikan).  Dapat

dilakukan menurut cara yang ditentukan
undang-undang) dan dalam Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
pada Pasal 1 Nomor 13, penyidikan adalah

serangkaian  tindakan  Penyidik  menurut
ketentuan dan ditentukan dalam undang-
undang ini, untuk mencari dan

mengumpulkan alat bukti, dengan alat bukti
tersebut dapat memperjelas tindak pidana

yang telah terjadi dan menemukan
tersangkanya.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian  ini  memanfaatkan  yuridis

normatif. Dalam hal ini, penyelidikan dan
analisis tindak pidana penipuan melalui
SMS didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang relevan. Penelitian yang
sedang dilakukan termasuk dalam kategori
penelitian yang bersifat deskriptif analisis.
Penelitian ~ deskriptif ~ bertujuan  untuk
memberikan  gambaran tentang keadaan
objek, peristiwanya, atau fenomena sosial
tertentu dengan mengembangkan konsep
dan menghimpun data. Setelah itu, data
dipelajari, dijelaskan, dan dianalisis secara
menyeluruh dengan  mempertimbangkan
berbagai undang-undang yang berlaku yang
berkaitan dengan tindak pidana penipuan
melalui SMS, sehingga dapat diketahui
jawaban atas masalah yang ada pada
rujukan.

Bahan hukum primer,
tersier digunakan sebagai data sekunder
dalam  penelitan  dokumen atau  studi
kepustakaan untuk mendapatkan bahan atau
materi yang digunakan dalam penulisan ini.

Penipuan dengan menggunakan ponsel
melalui SMS adalah tindak pidana yang
mengikat yang diatur oleh undang-undang
dasar, seperti KUHPidana, UU No. 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No.
19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, dan UU No. 36 tahun
1999 tentang  Telekomunikasi.  Bahan
hukum sekunder adalah literatur penelitian
dan hasil penelitian yang terkait dengan

sekunder, dan
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pembuktian, terutama dalam tindak pidana
penipuan melalui SMS. Selanjutnya, bahan
hukum yang menggunakan kamus hukum dan
kamus bahasa Inggris adalah bahan tersier.

Bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier terdiri dari data sekunder, yang akan
dianalisis secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Alat Bukti SMS Dalam
Tindak Pidana Penipuan Melalui
Ponsel
SMS

berbagai

sangat terkait dengan ponsel;
jenis model yang dibuat oleh
berbagai merek terkenal tersedia dengan
berbagai harga berdasarkan kemampuan,
kecanggihan, dan fitur ponsel. Selain itu,
perusahaan operasi sistem muncul sebagali
penyedia, yang berarti bahwa pertumbuhan
bisnis ini sebagian besar didasarkan pada
kepentingan ekonomi. Semua orang tahu
bahwa SMS adalah fitur ponsel. Karena itu,
keberadaan  ponsel sebagai  komponen
komputer masih dipertanyakan.

Pasal 294 ayat (1) RIB (Reglemen
Indonesia yang diperbaharui) menyatakan
bahwa 'Tiada seorang pun dapat dihukum,
kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat
bukti yang sah, memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan
bahwa terdakwa telah bersalah
melakukannya.”  Sistem  negatif  dalam
hukum acara pidana digunakan.

Kebutuhan alat bukti non-konvensional
berfokus pada kemajuan teknologi, sehingga
penggunaan teknologi diperlukan. Dengan
demikian, SMS dapat dianggap sebagai alat
bukti petunjuk.

Apabila terindikasi adanya isyarat bahwa
suatu kejadian telah terjadi dan isi SMS
memiliki korelasi dengan kejadian lainnya,
SMS dapat digunakan sebagai  bukti
petunjuk. Hal ini terjadi jika isyarat tersebut
memberikan  bukti bahwa suatu tindak
pidana telah terjadi dan terdakwa adalah
pelakunya.
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Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang No. 4
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyatakan bahwa, ‘"penilaian  kekuatan
pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap

keadaan tertentu dilakukan oleh hakim
dengan arif lagi bijaksana setelah ia
mengadakan pemeriksaan dengan  penuh

kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan
hati nugraha" jika bukti petunjuk SMS ini
dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus
tindak pidana.

Dengan interpretasi ini, SMS dapat
dianggap sebagai alat bukti dengan kategori
"petunjuk”, meskipun dengan pernyataan
tertentu. Minimum asas pembuktian diakui
dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 183
KUHAP, yang berbunyi: Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila ia memperoleh keyakinan dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.

Dalam ilmu hukum pembuktian, ada dua
jenis alat bukti: alat bukti riil dan alat bukti
demonstratif. Alat bukti demonstratif adalah
jenis bukti yang tidak secara langsung
membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi
digunakan untuk membuat fakta lebih jelas
dan lebih mudah dipahami. Jenis alat bukti
ini  biasanya disebut sebagai alat bukti
demonstratif. Dengan demikian, interpretasi
hakim dapat menjadikan SMS dan e-mall
sebagai alat bukti.

Penulis menemukan dari pemaparan
bahwa SMS adalah jenis bukti yang dapat
digunakan dalam persidangan, meskipun
harus didukung oleh bukti lain. Oleh karena
itu, untuk memberikan nilai yang valid pada
bukti SMS, saksi harus lebih dari satu orang
yang menyatakan bahwa suatu tindak
pidana—terutama  penipuan—telah  terjadi
dan bahwa saksi mengetahui secara pribadi
bahwa ada hubungan antara isi SMS dan
tindak pidana. Dalam kasus penipuan lewat
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SMS, misalnya, saksi mengetahui secara
pribadi bahwa tersangka telah menipu
melalui SMS dengan format yang baik.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana
Penipuan Via SMS Ponsel
Adanya kebijakan  pemerintah  yang
mengharuskan pendaftaran atau registrasi ini

pasti merupakan kemajuan dalam
memerangi  pelanggaran  seperti  penipuan
ponsel. Akan tetapi, menurut penulis,
kebijakan tersebut masih kurang efektif

karena calon pelanggan dapat mengubah
data (data atau identitas palsu). Karena
proses pendaftaran dan registrasi hanya
dilakukan melalui SMS, hal ini masuk akal.

Untuk dapat menggunakan produk Kkartu
seluler, calon konsumen harus mendaftar
secara langsung ke grapari yang tersedia
oleh perusahaan  penyelenggara  jasa
komunikasi dengan membawa dan
melampirkan alat identitas yang sah, seperti
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat lzin
Mengemudi (SIM), atau lainnya yang dapat
memastikan bahwa data yang dibawa calon
konsumen benar.

Hal ini hanya tersedia untuk calon
pelanggan kartu pasca prabayar seperti
Matrix, —Hallo Bebas, dan X-Ploor.

Sebenarnya, penipuan SMS melalui ponsel
dapat dicegah dengan menggunakan alat
rekaman jaringan telepon. Ini akan membuat
pengguna seluler dan pelaku penipuan SMS
yang telah beroperasi sebelumnya takut
untuk menggunakan Kkartu seluler mereka
untuk tujuan negatif seperti penipuan, teror,
dan sebagainya.

Hemat penulis, ada berbagai cara untuk
memerangi  penipuan SMS ponsel yang
sempat marak terjadi:

1. Pelanggan dan pengguna kartu seluler
harus lebin berhati-hati agar tidak
tertipu oleh penipu yang mengirimkan
SMS dengan janji hadiah. Apabila
pelanggan menerima  SMS  seperti
yang disebutkan di atas, mereka harus
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segera menghubungi operator atau
langsung ke  grapari  perusahaan
penyedia layanan komunikasi untuk

menanyakan apakah informasi tersebut
benar.

penipuan SMS
yang mengaku sebagai hadiah dari

perusahaan komunikasi tertentu,
perusahaan penyelenggara jasa
komunikasi yang ada harus lebih
sering melakukan penerangan,
informasi, dan  sosialisasi  kepada
pelanggannya. ~ Selain  itu,  calon

pelanggan harus datang langsung ke
grapari penyedia layanan komunikasi
dengan membawa kartu identitas yang
sah, seperti KTP atau SIM, agar proses

regristrasi  tidak  dilakukan  melalui
SMS.
. Perusahaan penyelenggara jasa

komunikasi yang ada harus membatasi
penggunaan  kartu  perdana  oleh
pelanggannya hingga dua nomor, yang
dapat dilihat melalui regristrasi data

masuk. Selain itu, mereka harus
bekerja sama atau berkolaborasi
dengan berbagai perusahaan
penyelenggara jasa komunikasi

lainnya tentang data regristrasi yang
ada dari calon pelanggan. Selain itu,
menaikkan  harga  kartu  perdana,
membuatnya  sulit  bagi  pelanggan
untuk mengubah nomornya.

. Pemerintah harus lebih tegas dalam

menetapkan aturan untuk perusahaan
penyelenggara  jasa  telekomunikasi
agar lebih memperhatikan konsumen
atau pengguna. Ini berarti bahwa
perusahaan penyelenggara jasa
telekomunikasi  harus bertanggung
jawab atas segala kerugian yang
diderita pelanggan karena penipuan
SMS ponsel. Selain itu, pemerintah
harus meningkatkan Kinerja penjara
melalui Departemen Kepolisian.

Selain itu, ada metode untuk mengetahui
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apakah isi SMS yang diterima korban adalah
penipuan. Misalnya, Anda dapat mengirim
SMS ke kartu Telkomsel dengan format
berikut:  penipuar#nomor  penipu#isi  SMS
penipuan, lalu kirim ke nomor 1166. Untuk
kartu XL, Anda dapat mengirim SMS
dengan format berikut: Lapor#Nomor yang
digunakan untuk menipu#kasus. Setelah itu,
operator secara otomatis akan
menginformasikan kebenaran isi SMS.

C. Kendala Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Penipuan Via SMS
Melalui Ponsel
Dengan kemajuan teknologi saat ini,

berbagai  metode  komunikasi  melalui

jaringan melalui SMS melalui ponsel sangat
populer di kalangan  masyarakat.  Ini
terutama berlaku saat kemajuan teknologi
ini menawarkan fasilitas dan layanan yang
nyaman bagi siapa saja yang
menggunakannya.  Dengan  menggunakan
sistem teknologi layanan jaringan
komunikasi seluler yang lebih luas, alat
telepon ini dapat digunakan dengan lebih
cepat dibandingkan dengan telepon kabel
konvensional, yang  membuatnya lebih
mudah, lebih pintar, atau lebih praktis.
Banyak penjual ponsel di toko maupun di
outlet (counter) resmi ponsel berusaha
menarik minat dan simpati pelanggan untuk
membeli karena minat penggunanya
semakin meningkat dan kesempatan yang
baik  untuk  menghasilkan  keuntungan
finansial. Jika orang sudah menggunakan
ponsel sebelumnya, mereka mungkin ingin

mengubah  desain casing ponsel atau
mengganti yang lama.

Jumlah penipuan melalui ponsel yang
memanfaatkan layanan SMS telah

mendorong polisi untuk  mengembangkan
strategi baru untuk memerangi tindak pidana
ini. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang
mungkin  terjadi  karena ponsel dapat
menghubungkan orang dengan orang lain
tanpa kontak langsung. Pasal 13 Undang-
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undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia mengatur: a.

memelihara  keamanan  dan  ketertiban
masyarakat; b. menegakkan hukum; dan,
memberikan  perlindungan,  pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk
memelihara  keamanan  dan  ketertiban
masyarakat, Pasal 14 ayat (1) huruf g
menetapkan  bahwa  polisi  bertanggung

jawab untuk melakukan penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan  lainnya, termasuk,

tetapi tidak terbatas pada, pencarian dan
pengumpulan bukti. Pasal 7 ayat (1) huruf f
KUHAP  memberi kepolisian  wewenang
untuk mengambil sidik jari dan memotret

orang  karena  kewajibannya  sebagali
penyidik. ~ Dengan  demikian,  Undang-
Undang No 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik  Indonesia,
pasal 14 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa
Polri menyelenggarakan identifikasi
kepolisian,  laboratorium  forensik,  dan
psikologi  kepolisian  untuk  kepentingan

tugas kepolisian. Pasal ini juga memberikan
dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi
teknis identifikasi kepolisian, yang
mencakup daktiloskopi kepolisian, fotografi
kepolisian, serta metode identifikasi lainnya.

Karena mereka berada di dunia maya,

polisi tampaknya menghadapi tantangan
yang signifikan dalam menjalankan
tugasnya untuk menyidik dan menyelidiki
tindak pidana penipuan melalui  SMS.
Misalnya, seseorang telah berhasil menipu
seseorang dengan  menggunakan  nomor
ponsel yang berbeda; kemudian, penipu

tersebut telah merusak barang bukti atau
membuang nomor Kkartu yang digunakan.
Polisi menujukan penyelidikannya ke siapa
dan ke mana? Menurut penulis, sangat
jarang polisi menangkap kasus penipuan
melalui SMS ini hingga saat ini. Bagaimana
polisi dapat menangkap seseorang tidak
jelas. Ini adalah hambatan terbesar dalam
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penelitian ini.
Pada dasarnya, jika pengguna kartu
ponsel ingin melakukan panggilan atau

SMS, mereka harus mengaktifkan Register
Kartu dengan data yang ada di dalamnya.
Namun, jika pengguna kartu ponsel secara
tidak sengaja memasukkan bio datanya ke
layanan yang disediakan oleh Telkomsel,
Indosat, atau penyedia komunikasi lainnya,
kartu ponsel tersebut juga dapat diaktifkan.
Ini juga berfungsi sebagai penghalang untuk
menghentikan tindak pidana penipuan SMS.

Selain itu, semakin banyaknya
pengangguran di mana-mana menyebabkan
kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya menggunakan sarana

komunikasi yang efektif. Akibatnya, sikap
laten untuk selalu memiliki ponsel di mana-
mana menimbulkan ~ Kkeinginan  untuk
melakukan  penipuan  karena  kurangnya
kegiatan sehari-hari atau pengangguran yang
berkepanjangan, yang menyebabkan niat
jahat untuk melakukan penipuan.

5. SIMPULAN
1) Menurut  Ketentuan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Acara Pidana
(KUHAP), SMS dianggap sebagai alat
bukti dalam tindak pidana penipuan
dengan menggunakan ponsel. Dalam
tindak pidana inii, SMS dianggap
sebagai bukti petunjuk yang tidak
berdiri  sendiri  apabila  terindikasi
adanya suatu isyarat tentang adanya
suatu kejadian di mana isi SMS
memiliki  korelasi dengan  kejadian
lain,  maka timbul isyarat yang
melahirkan tindak pidana

2) Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas UU No. 11 Tahun
2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik, layanan pesan pendek
(SMS) dianggap sebagai alat bukti
yang sah untuk tindak pidana penipuan
dengan ponsel. Pasal 5 ayat (1) UU
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ITE menetapkan bahwa informasi
elektronik, dokumen elektronik,
dan/atau hasil cetaknya adalah alat
bukti hukum yang sah.

3) Untuk  mencegah  tindak  pidana
penipuan  Short Messages Service
(SMS) melalui ponsel, pelanggan dan
pengguna Kartu seluler harus lebih
waspada dan tidak tertipu dengan
bujuk rayu SMS yang dikirim oleh
pelaku atau sindikat penipu.
Perusahaan penyelenggara jasa
telekomunikasi yang ada harus lebih
sering memberi tahu pelanggannya
agar mereka tidak tertipu dengan SMS
penipuan. Pemerintah juga harus lebih
tegas dalam menetapkan peraturan
untuk perusahaan penyelenggara jasa
telekomunikasi agar lebih
memperhatikan perlindungan
pelanggan atau pengguna dan agar
pihak penyelenggara jasa
telekomunikasi  dapat  bertanggung
jawab atas segala kerugian yang
disebabkan oleh mereka.
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